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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 38 TAHUN 20 16 TENTANG TARIF BATAS
ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM

NEGERI KELAS EKONOMI
(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 149 Tahun 2016,
tanggal 8 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER| PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

d.

bahwa tarif batas atas angkutan penumpang laut

dalam negeri kelas ekonomi telah diatur dalam

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38
Tahun 2016 tentang Tarif Batas atas Angkutan
Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
bahwa trayek angkutan penumpang laut dalam
negeri kelas ekonomi yang akan diselenggarakan
oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang
belum ditetapkan, perlu untuk ditetapkan oleh
Menteri Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 38 Tahun 2016 tentang Tarif Batas
atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri

Kelas Ekonomi;

Mengingat :
1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor €4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2002 Nomor 151, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-

mor 507Q) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan.Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan {Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang PerL;bahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Per-
airan {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perhubungan {(Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57
Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan
Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penump-
ang Laut Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pen-
gusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Repub-
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lik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523), seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyeleng-
garaan dan Pengusahaan Angkutan Laut {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
966);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38
Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas Angkutan
Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUEAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PER-
HUEUNGAN NOMOR PM 38 TAHUN 2016 TENTANG
TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG
LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI.

Pasal |
Ketentuan dalam Lampiran Il Peraturan Men-
teri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2016 tentang
Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam

Negeri Kelas .onomi (Berita Negara Republik Indo-

nesia Tahun 2016 Nomor 511) diubah sehingga men-
jadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

, Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai beriaku pada tang-
gal diundangkan dan mempunya_i daya I;':|ku surut se-
jak tanggal 1 Mei,2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2016
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |

REPUBLIK INDONESIA,
tid.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIX INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1900
Catatan Redaksi : '

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

Businass Meves 8981 /22-2-2017

1
.



